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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR : 11 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

Menimbang

KABUPATEN ENDE
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan
yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ende, perlu dibangun prosedur dan system
kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur serta Tim
kerja yang kompeten;

b. bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sesuai
dengan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, wajib
bertindak berdasarkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan substansi profesi administrasi Pemilu dan
Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ende tentang Penetapan Standar Operasional
(SOP) Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende;

Mengingat...

jdih.kpu.go.id/ntt/ende



Mengingat

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017
tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan
Perwakilian Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Peraturan...

idih.kpu.go.id/ntt/ende




Menetapkan

KESATU

KEDUA

-3

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah,
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2021 tentang tentang Tata Naskah Dinas Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 /ORT.07-

Kpt/01/KPU/V /2021 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ENDE TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN ENDE

Menetapkan Tim kerja prosedur Penggantian Antar Waktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Ende, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
(satu) keputusan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Menetapkan  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)
Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Ende, sebagaimana tercantum
dalam lampiran II (dua) keputusan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA...

idih.kpu.go.id/ntt/ende
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KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam proses
Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Ende.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Ende
Pada tanggal : 16 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

|dih.kpu.go.id/ntt/ende




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI
KABUPATEN ENDE
NOMOR :11 TAHUN 2022

TANGGAL : 16 MARET 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR TAHUN 2022 PENGGANTIAN ANTAR
WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENDE
TAHUN 2022 SUSUNAN TIM KERJA
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN ENDE TAHUN 2022

PEMILIHAN UMUM

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN
DALAM TIM

h | 2 3 4

1. | Adolorata M. Da Lopez Bi, S. Sos Ketua KPU Pengarah

2. | Fransiska Dollo Naga, ST Anggota KPU | Pengarah

3. | Maria Rosita De So, SH Anggota KPU | Pengarah

4. | Izmir Rizaldi, S. Pd Anggota KPU | Pengarah

5. | Fransiskus Lothar Piara, SE Anggota KPU | Penanggungjawab
6. | Mei Tanty V.T. De Santo, SE Sekretaris KPU | Ketua

7. | Yohana Apaut, S.Sos, M.I.Pol Kasubag Teknis | Sekretaris

8. | Olimpius Desrin Staf Anggota

9. | Yosef A. Manulemba Staf Anggota

10. | Maria Angelina Ndungga Staf Anggota

11. | Yosep Emanuel Pati Penu Staf Anggota

Salinan Sesuai Aslinya,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE

jdih.kpu. do. |d/ntt/end




LAMPIRAN Il

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR TAHUN 2022

PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN ENDE

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUBUNGAN
PARTISIPASI MASYARAKAT

2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

Jalan : Durian
No Telp : (0381) 2627179
Kabupaten : Ende

jdih.kpu.go.id/ntt/ende




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

NOMOR SOP

:{11 TAHUN 2022

TANGGAL
PENGESAHAN

1|16 Maret 2022

DISAHKAN OLEH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
ttd.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

NAMA SOP

PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENDE

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1 |Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 1 |Memiliki Kemampuan dan Pengetahuan dalam Proses PAW
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Menniliki k tuk kan K ¢
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 em!! . emampuan uniuk menggunaxan or.npu'er'
3 |Memiliki kemampuan untuk menggunakan Aplikasi SImPAW

Nomor 6109)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 649)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017
tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR),Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017
tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan daerah (DPD), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320
Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021
tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum
nomor 2 Tahun 2021 tentang tata naskah dinas Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 314/ORT.07-
Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kota;

KET

ERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

WN=

Standar Operasional Prosedur Surat Masuk
Standar Operasional Prosedur Surat Keluar

Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno Tertutup

1
2

3
4

Surat Usulan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Ende
Dokumen Pendukung Lainnya yang relevan

Komputer / Print / Scanner
Jaringan Internet

PER

INGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan,
maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi

Semua Dokumen yang dihasilkan dari SOP ini wajib diarsipkan
dalam bentuk hardcopy dan softcopy

idih.kpu.go.id/ntt/ende
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vii

PENGESAHAN

. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur
organisasi yang telah ditetapkan

. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur ini.

Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar
Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD
Kabupaten Ende, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Ende
pada tanggal 16 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

jdih.kpu.go.id/ntt/ende




	KPEUTUSAN 11 ok.pdf (p.1-13)
	Keputusan Nomor 11 Tahun 2022.pdf (p.1-11)
	KPEUTUSAN 11.pdf (p.12-13)

	KPEUTUSAN 11.pdf (p.14-15)
	SOP PAW KPU ENDE 2022 revisi.pdf (p.16)
	SOP PAW KPU ENDE 2022 revisi.pdf (p.17-19)

